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Skripsi ini membahas mengenai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam hubungan dan
kerjasama dengan luar negeri. Penelitian ini memiliki bentuk penelitian yuridis normatif-empiris dengan
metode analitis data kualitatif dengan sifat penelitan deskriptif. Kewenangan pemerintah daerah di Indonesia
dalam melakukan hubungan dan kerjasama dengan luar negeri terdapat pada kerjasama yang hubungan
hukumnya bersifat keperdataan sgja, selain itu dalam menjalankan kewenangannya tersebut pemerintah
daerah tetap harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis yang berlaku. Dalam
pel aksanaannya tidak sedikit pemerintah daerah yang tidak menjalankan kewenangannya sesuai dengan
peraturan perundang- undangan dan peraturan teknis yang terkait. Sehingga disarankan bahwa pihak terkait
seperti Kementerian Dalam Negeri perlu lebih mengintensifkan sosialisasi kepada seluruh pemerintah
daerah tentang kewenangannya tersebut, Kementerian Luar Negeri sebaiknya melakukan koordinasi yang
baik dengan pihak KBRI atau Konsulat Jenderal/Konjen RI (KJRI) di luar negeri agar diperoleh kesamaan
pemahaman yang benar mengenai kewenangan pemerintah daerah di Indonesia dalam melakukan hubungan
dan kerjasama dengan luar negeri, pemerintah daerah juga harus |ebih mengoptimalkan Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang telah dibentuk yang berkaitan dengan hubungan dan kerjasama pemerintah daerah
dengan luar negeri, serta dilakukan pengawasan dan evaluasi yang lebih intensif baik dari pemerintah daerah
itu sendiri, maupun kementerian atau instans lain yang terkait.

<i>Thisthesis describes about the authority of local government in Indonesia on relations and cooperation
with foreign. It has the method of the research, qualitative analytical data, and descriptive aswell. The
authority of local government in Indonesia to conduct relations and cooperation with foreign law relations of
a cooperation, beside that normative-juridical form of empirical asin non-legal relations of public law or
only on the cooperation that is private local governments still must comply with laws and regulations. In the
implementation was not alittle local governments that do not run the authority in accordance with
legislation and relevant technical regulations. So it is recommended that the relevant parties such as the
Ministry of Home Affairs needs to further intensify the socialization to all local government authorities, the
Ministry of Foreign Affairs should have good coordination with the Embassy or Consulate General (Consul
General) RI abroad in order to obtain a correct understanding of common authority local governmentsin
Indonesiain conducting relations and cooperation with foreign countries, local governments should also
optimize the regional work units that have been established relating to the relationship and cooperation with
foreign governments, and conducted surveillance and more intensive evaluation of both local government
itself, aswell as ministries or other relevant agencies.</i>
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